
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR \<3 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan gampong
yang terarah, efektif, efesien, dan sinergis derigan
perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh, dipandang
perlu menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana
Keija Pemerintah Gampong;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, Petunjuk teknis penyusunan RPJM
Gampong dan RKP Gampong lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana
Kerja Pemerintah Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan}
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan • Desa (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2018 Nomor 611);

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam
Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh
Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG

BAB L.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Kota adalah Perangkat Kotadi Kota BandaAceh.
5. Camat adalah Camat di Kota Banda Aceh.
6. Keuchik adalah Keuchik di Kota Banda Aceh.
7. Gampong adalah Gampong di Kota Banda Aceh
8. Kewenangan Qampong adalah kewenangan yang dimiliki

Gampong meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan
Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan
Gampong dap Pemberdayaan Masyarakat Gampong
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan
adat istiadat Gampong.

9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat
Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Gampong.

10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

11. Tuha Peut Gampong selanjutnya disingkat TPG adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

12. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah
dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

14. Perencanaan Pembangunan Kota adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,
guna pemarifaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/Kota dalam jangka
waktu tertentu.

15. Pembangunan ...
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15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Gampong.

16. Perencanaan pembangunan Gampong adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Gampong dengan melibatkan TPG dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Gampong.

17. Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah
Gampong, TPG, dan masyarakat Gampong.

18. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha
Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut
Gampong untuk menyepakati halyang bersifat strategis.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong,
yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong
adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong,
Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya
masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh untuk
periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Keija Pembangunan Kota yang selanjutnya
disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota
untuk periode 1(satu) tahun.

22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah OPD di Kota Banda Aceh.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong,
selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan
PembangunanGamponguntukjangka waktu 6 (enam) tahun.

24. Rencana Keija Pemerintah Gampong, selanjutnya
disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang
menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong
kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Kota.

26. Aset
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26. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang
berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong atau perolehan hak lainnyayang syah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong,
selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Gampong.

28. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan
Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dari
pemberdayaan masyarakat Gampong.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang_ diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkah visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Gampong untuk mencapai tujuan.
33.. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Gampong/lembaga Gampong untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan mayarakat yang dikoordinasikan oleh
pemerintah Gampong.

34. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku
pembangunan di Gampong dapat mempengaruhi serta
membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif
pembangunan, keputusan serta pengalokasikan
berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap
masyarakat Gampong.

35. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di Gampong dan kawasan
perGampongan yang dikoordinasikan oleh Keuchik
dengan mengedepankan . kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

36. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Gampong.

37. Pengkajian ...
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37. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses
penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan
obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong.

38. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya
Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Gampong.

39. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang
selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat
gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi aalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
partisipatif._ 40. Sistem Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat

. Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 2

(1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan
Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota.

(2) Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah
Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat_ Gampong dengan semangat swakelola dan gotong royong.

(3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Gampong didampingi
oleh Pemerintah Kota yang secara teknis dilaksanakan
oleh OPD terkait.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik
dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional,
Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan/atau
Pihak Ketiga.

(6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di wilayahnya.

Pasal 3 J



Pasal 3

Perericanaan Pembangunan Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, mencakup bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan
Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan

pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara
beijangka meliputi:
a. RPJMG untukjangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk

jangka waktu 1(satu) tahun.
(2) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Pasal 5
(1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Gampong,

Pemerintah Gampong melaksanakan tahapan yang
meliputi:
a. penyusunan RPJMG; dan
b. penyusunan RKPG.

(2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Keuchik.

(3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan
Juli tahun beijalan.

BAB III
PENYUSUNAN RPJMG

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan

Pasal 6

(1) Rancangan RPJMG memuat visi dan misi Keuchik,
arah kebijakan
Pembangunan Gampong, serta rencana kegiatan yang
meliputi bidang:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Bidang



(2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas gampong;
b. pendataan gampong;
c. penyusunan tata ruang gampong;
d. penyelenggaraan musyawarah gampong;
e. pengelolaan informasi gampong;
f. penyelenggaraan perencanaan gampong;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan

pemerintahan gampong;
h. penyelenggaraan kerjasama antar gampong;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor

gampong; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.

(3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Gamppng
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

infrastruktur dan lingkungan Gampong antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan permukiman;
3. jalan gampong antar permukiman ke wilayah

pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan

pembangkit listrik ramah lingkungan lainnya;
5. lingkungan permukiman masyarakat gampong;
6. pembangunan dan pemeliharaan sarana migitasi

bencana; dan
7. infrastruktur gampong lainnya sesuai kondisi

gampong.
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Gampong;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Gampong seperti

posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai

kondisi Gampong.
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;

dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan

lainnya sesuai kondisi gampong.

d. Pengembangan ...
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d. Pengembangan usaha ekonomi produktif,
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar gampong;
2. pembentukan dan pengembangan BUMG;
3. penguatan permodalan BUMG;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung gampong;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
9. kapal penangkap ikan;
10. cold storage (gudang pendingin);
11. tempat pelelangan ikan;
12. tambak garam;
13. kandang temak;
14. instalasi biogas;
15. mesin pakan ternak dan pakan ikan;
16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai

kondisi gampong.
e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang;
7. pengelolaan sampah dan air limbah; dan
8. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya sesuai

kondisi gampong.
Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
c. pembinaan kerukunan umat beragama;
d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan ketahanan keluarga;
g. pembinaan reproduksi remaja;
h. pembinaan lansia dan masyarakat rentan;
i. pembinaan penyalahgunaan narkoba dan obat-

obatan terlarang;
j. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
k. kegiatan pembinaan lainnya sesuai kondisi gampong.

(5) Bidang ...
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(5) Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara
lain:
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan

perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepat guna, pelatihan mitigasi

bencana, pelatihan pelestarian lingkungan hidup;
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keuchik,

perangkat gampong, dan TPG, pemuda dan remaja
putri.

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;

ÿ 7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan

10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 7

(1) Keuchik menyelenggarakan penyusunan RPJMG dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.

(2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif
Gampong dan prioritas program dan kegiatan Kota.

(3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJMG;
b. penyelarasan dengan arah kebijakan perencanaan

pembangunan Kota;
c. pengkajian keadaan gampong;
d. penyusunan rencana pembangunan gampong

melalui Musyawarah Gampong;
e. penyusunan rancangan RPJMG;
f. penyusunan rencana pembangunan gampong

melalui Musrenbang Gampong;
g. penetapan RPJMG; dan
h. penginputan RPJMG dalam aplikasi Sistem

Keuangan atau aplikasi yang ditentukan untuk itu.

Bagian Kedua ...



Bagian Kedua
PembentukanTim Penyusun RPJMG

Pasal 8

(1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RPJMG.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Keuchik selaku Pembina;
b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku

Sekretaris; dan
d. Anggota yang berasal dari perangkat Gampong,

lembaga pemberdayaan ÿ masyarakat, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur
masyarakat lainnya.

(3) Jumlah anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 9

Tim Penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

a. penyelarasan dengan arah kebijakan Pembangunan Kota;
b. pengkajian keadaan Gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
d. penyempumaan rancangan RPJMG.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kota

Pasal 10

(1) Tim Penyusun RPJMG melakukan penyelarasan dengan
arah kebijakan Pembangunan Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan dengan arah kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mengintegrasikan program dan kegiatan
Pembangunan Kota dengan Pembangunan Gampong.

(3) Penyelarasan dengan arah kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti
sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang
arah kebijakan pembangunan Kota.

»
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(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-
kurangnya meliputi:
a. RPJMD;
b. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
c. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
d. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan

e. Rencana Strategis Perangkat Kota;

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan
memilah rencana program dan kegiatan pembangunan
Kotayang akan masuk ke Gampong.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan
Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan
pemberdayaan masyarakat Gampong.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
ke Gampong.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil
pengkajian keadaan Gampong.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJMG melakukan pengkajian keadaan
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam rangka
mempertimbangkan kondisi objektif Gampong.

(3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Gampong;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan

Gampong.
(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Gampong

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Gampong
dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan Gampong.

Pasal 13 ..



Pasal 13

(1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui
kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Gampong; dan
b. pembandingan data Gampong dengan kondisi

Gampong terkini.
(2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber daya pembangunan, dan
sumber daya sosial budaya yang ada di Gampong.

(3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format
data Gampong.

(4) Format data Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian

Ckeadaan Gampong.
(5) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan
dalam Musrenbang Gampong dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 14
(i) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf, b,
dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Gampong, dan masalah
yang dihadapi Gampong.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam
merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan
Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan
kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan
masyarakat Gampong.

Pasal 15
b

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat Gampong sebagai sumber
data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah
jurong dan/atau musyawarah khusus unsur
masyarakat.

(3) Unsur ...



(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), antara lain:

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin;
k. kelompok pemerhati lingkungan;
1. kelompok sadar bencana;
m. kelompok masyarakat paham IT; dan
n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat
gampong.

(4) Tim Penyusun RPJMG melakukan pendampingan
terhadap musyawarah jurong dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara
terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan Sketsa Gampong, Kalender Musim dan
Bagan Kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk
menggali gagasan masyarakat.

(3) Tim Penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal teijadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kexja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Tim penyusun RPJMG dapat menggunakanalat
keija lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Gampong.

«

Pasal 17

(1) Tim Penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan Pembangunan Gampong berdasarkan
usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi ..
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(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan
hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 18

(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun laporan hasil
pengkajian keadaan Gampong.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilampiri dokumen:
a. data Gampongyang sudah diselaraskan;
b. data rencana program Pembangunan Kota yang

akan masuk ke Gampong;
c. data rencana program pembangunan kawasan

perGampongan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan

pembangunan Gampong dari jurong dan/atau
kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik
hasil pengkajian keadaan Gampong.

(2) Keuchik menyampaikan laporan kepada TPG setelah
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)., dalam rangka penyusunan rencana pembangunan
Gampong melalui Musyawarah Gampong.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong melalui

Musyawarah Gampong

Pasal 20
(1) TPG menyelenggarakan Musyarawah Gampong

berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan
Gampong.

(2) Musyarawah Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya
laporan dari Keuchik.

Pasal 2 1

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong

yang dijabarkan dari visi dan misi Keuchik; dan.

c. rencana ...
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c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong,
pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan
pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan
diskusi kelompok secara terarah yang dibagi
berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong, Pembangunan Gampong, pembinaan
kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan
masyarakat Gampong.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
b. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka

. waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan

pembangunan Gampong; dan
d. rencana pelaksanaan kegiatan Gampong yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Gampong, unsur
masyarakat Gampong, keijasama antar Gampong,
dan/atau keijasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan
dalam Berita Acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam
menyusun RPJMG.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJMG

Pasal 23
(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun rancangan RPJMG

berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22.

(2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format rancangan RPJMG.

(3) Tim Penyusun RPJMG membuat Berita Acara tentang
hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri
dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMG kepada
Keuchik.

Pasal 24 ...
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Pasal 24

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang
telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum
menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh
Keuchik, maka dilaksanakan Musrenbang Gampong.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

ÿ Pasal 25

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangan RPJMG.

(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Gampong, TPG dan
unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri atas :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
a. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
i. kelompok pemerhati lingkungan;
j. kelompok sadar bencana;
k. kelompok masyarakat paham bencana; dan
1. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

Pasal 26 ..JI



Pasal 26

(1) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.

(2) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan

Penetapan, Perubahan dan Sistematika RPJMG

Pasal 27

(1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG
melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG
berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi lampiran Rancangan Reusam Gampong
tentang RPJMG.

(3) Keuchik menyusun Rancangan Reusam Gampong
tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan
disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG uiftuk
ditetapkan menjadi Reusam Gampong tentang RPJMG.

Pasal 28

(1) Keuchik dapat mengubah RPJMG dalam hal:
a., teijadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,

krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah
Kota.

(2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang
Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Reusam
Gampong.

Pasal 29

(1) Penyusunan RPJMG terdiri dari 8 (delapan) bab;
(2) Sistematika Penyusunan RPJMG adalah sebagai

berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan RPJMG
2. Manfaat RPJMG

b. Bab ...



b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG
A. Sejarah Gampong

1. Sejarah Gampong
2. Sejarah Pembangunan Gampong
3. Sejarah Pemerintahan Gampong

B. Kondisi Umum Gampong
1. Geografis
2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk
3. Struktur Organisasi Pemerintahan

Gampong
4. Potensi Gampong

c. BAB III VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi

d. BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG
A. Permasalahan Gampong
B. Perumusan Tindakan Permasalahan

1. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan

2. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Gampong

3. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan
Kemasyarakatan

C. Tindakan Pemecahan Masalah

e. BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN
GAMPONG
A. Kebijakan Umum APBG
B. Pendapatan Gampong
C. Kebijakan Perencanaan Belanja

Gampong
D. Kebijakan Pembangunan Gampong

f. BAB VI KEBIJAKAN UMUM
A. Kebijakan Umum APBK
B. Pendapatan Kota
C. Kebijakan Perencanaan Belanja Kota
D. Kebijakan Pembangunan Kota

g. BAB

i



g. BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
GAMPONG

h. BAB VIII PENUTUP
i. LAMPIRAN

Pasal 30

(1) RPJMG yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 harus diinput ke dalam aplikasi sistem
keuangan.

(2) Penginputan dalam aplikasi sistem keuangan dilakukan
oleh Operator Gampong yang telah ditunjuk Keuchik
dan dipantau oleh Tim Penyusun RPJMG.

(3) Dalam hal teijadi kesalahan pada aplikasi sistem
keuangan dan atau kesalahan pada hasil penginputan,
yang menjadi pedoman gampong adalah RPJMG manual
yang telah ditetapkan.

C
BAB IV

PENYUSUNAN RKPG

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKPG

Pasal 31

(1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai
penjabaran RPJMG.

(2) RKPG merupakan Rencana Kerja Pemerintah Gampong
selama 1(satu) tahun.

(3) RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai
dengan informasi dari Pemerintah Kota berkaitan
dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan
Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota.

(4) RKPG tahun berikutnya mulai disusun oleh
Pemerintah Gampong pada bulan Juli dan
ditetapkan dengan Reusam Gampong paling lambat
akhir bulan September tahun beijalan.

(5) RKPG yang telah ditetapkan menjadi dasar penetapan
APBG.

Pasal 32

(1) Keuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan
masyarakat Gampong.

(2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan Pembangunan Gampong

melalui Musyawarah Gampong;

b. pembentukkan .
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b. pembentukan Tim Penyusun RKPG;
c. pencermatan pagu indikatif Gampong dan

penyelarasan program/kegiatan masuk ke
Gampong;

d. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
e. penyusunan rancangan RKPG;
f. penyusunan RKPG melalui Musrenbang Gampong;
g. penetapan RKPG;
h. perubahan RKPG; dan
i. pengajuan daftar usulan RKPG.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Pasal 33

(1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RKPG.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Keuchik selaku Pembina;
b. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
c.. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai

Sekretaris; dan
d. Anggota yang meliputi; Perangkat Gampong,

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur
masyarakat.

(3) Jumlah anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling
banyak 11(sebelas) orang.

(4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan keterwakilan perempuan. ' ;

(5) Pembentukan Tim Penyusun RKPG dilaksanakan
paling lambat bulanJuni tahun berjalan.

(6) Tim Penyusun RKPG ditetapkan dengan Keputusan
Keuchik.

Pasal 34

Tim penyusun RKPG melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke Gampong;
b. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
c. penyusunan rancangan RKPG; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Bagian Ketiga ..i
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Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong Melalui

Musyawarah Gampong

Pasal 35

(1) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong.

(2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah
Gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar
usulan RKPG.

(3) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat
bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJMG;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen

RPJMG; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis

kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Gampong
dan/atau Perangkat Kota terkait.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi pedoman Keuchik dalam menyusun RKPG.

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Gampong dan

Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Gampong

Pasal 37
(1) Keuchik mendapatkan data dan informasi dari Kota

tentang:
a. pagu indikatif Gampong; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah

Aceh, dan Pemerintah Kota yang masuk ke
Gampong.

(2) Data



(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterima Keuchik dari Kota paling lambat bulan Juli
setiap tahun beijalan.

Pasal 38

(1) Tim Penyusun RKPG melakukan pencermatan pagu
indikatif Gampong, yang meliputi:
a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. rencana Alokasi Dana Gampong (ADG) yang

merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kota;

c. rencana bagian dari hasil Pajak Kota dan Retribusi
Kota; dan

d. rencana bantuan keuangan dari APBA dan/atau APBK.
(2) Tim Penyusun RKPG melakukan penyelarasan rencana

program/ kegiatan yang masuk ke Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:

w
a. RKPK;
b. rencana program dan kegiatan Pemerintah,

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
c.hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRK.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Gampong.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan
yang masuk ke Gampong.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKPG
menyusun rencana pembangunan berskala lokai
Gampongyang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 39
( (1) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada

Keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian
informasi pagu indikatif Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

(2) Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan
kepada Pemerintah Gampong dalam percepatan
pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai
dampak keterlambatan penyampaian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBG
ditetapkan pada 31 Desember tahun beijalan.

Bagian Kelima .



Bagian Kelima
Pencermatan Ulang RPJMG

Pasal 40

(1) Tim Penyusun RKPG mencermati skala prioritas usulan
rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk 1 (satu)
tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJMG.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPG dalam
menyusun rancangan RKPG.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKPG

Pasal 41

Penyusunan rancangan RKPG berpedoman pada:
a. hasil kesepakatan Musyawarah Gampong;
b. pagu indikatif Gampong;
c. pendapatan asli Gampong;
d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, 'dan

Pemerintah Kota;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG;
g. hasil kesepakatan keijasama antar Gampong; dan
h. hasil kesepakatan keijasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 42

(1) Tim Penyusun RKPG menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan Gampong sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekurang- kurangnya meliputi:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Anggota Pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 43
(1) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong

yang dikelola oleh Gampong;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran

Gampong yang dikelola melalui keija sama antar
Gampong dan pihak ketiga;

d. rencana ...II



d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong
yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan

penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan
Pemerintah Kota; dan

e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas
unsur perangkat Gampong dan/atau unsur
masyarakat Gampong.

(2) Pemerintah Gampong dapat merencanakan penggunaan
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk
dimasukkan ke dalam rancangan RKPG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari
warga masyarakat Gampong, OPD yang membidangi
pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga
pendamping professional serta kader Gampong yang
mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan
pembangunan infrastruktur di gampong.

(4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 44

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keijasama
antar Gampong disusun dan disepakati bersama para
Keuchik yang melakukan kerjasama antar Gampong.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran. Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh
Tim RKPG.

<r~

Pasal 45

(1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas
program dan kegiatan pembangunan Gampong dan
pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.

(2) Tim Penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan
daftar usulan RKPG.

(4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan
Tim Penyusun Rancangan RKPG.

Pasal 46 ..1



Pasal 46

(1) Tim Penyusun RKPG membuat Berita Acara tentang

hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri
dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar
usulan RKPG.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh Tim penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 47

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG untuk
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik
menyelenggarakan Musrenbang Gampong.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musrenbang Gampong

Pasal 48

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangan RKPG.

(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, TPG dan
unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas :_ a. tokoh adat;

C, b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
k. perwakilan kelompok pemerhati lingkungan;
1. perwakilankelompok sadar bencana; dan
m. perwakilankelompok masyarakat paham IT.

t

(4) Selain ..



(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan, Perubahan dan Sistematika RKPG

Pasal 49

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Gampong.

(2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Gampong;
b. pendapatan asli Gampong;
c. swadaya masyarakat Gampong;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh, dan/atau

Pemerintah Kota.
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian
terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang
meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokalyang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya

Gampong;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman

masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan
masyarakat Gampong; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Gampong.

Pasal 50 .



Pasal 50

(1) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam Berita
Acara.

(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil
kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran
Rancangan Reusam Gampong tentang RKPG.

(4) Keuchik menyusun Rancangan Reusam Gampong
tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan Reusam Gampong tentang RKPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan
disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG untuk
ditetapkan menjadi Reusam Gampong tentang RKPG.

(6) RKPG yang sudah ditetapkan sebagaimana ayat' (5)
harus diinput ke dalam aplikasi sistem keuangan atau
aplikasi yang ditentukan untuk itu.

(7.) Penginputan dalam aplikasi sistem keuangan dilakukan
oleh Operator Gampong yang telah ditunjuk oleh
Keuchik dan dipantau oleh Tim Penyusun RKPG.

(8) Dalam hal terjadi kesalahan pada aplikasi Sistem
Keuangan dan/atau kesalahan pada hasil penginputan
maka yang menjadi pedoman gampong adalah RKPG
manualyang telah ditetapkan.

Pasal 51
(1) RKPG dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah
Kota.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kota yang mempunyai

kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG

yang terkena dampak teijadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai

rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

(3) Dalam ..



(3) Dalam hal teijadi perubahan RKPG karena perubahan
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh,
dan/atau Pemerintah Kota;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP
Gampong yang terkena dampak teijadinya
perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kota;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai
rencana kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKPG perubahan.

f" Pasal 5-2

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang
diadakan secara khusus untuk kepentingan
pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan teijadinya
peristiwa khusus dan/atau teijadinya perubahan
mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Reusam Gampong tentang RKPG perubahan.

(4) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Pasal 53

(1) Penyusunan RKPG terdiri dari 5 (lima) bab.
(2) . Sistematika Penyusunan RKPG adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kedudukan dan Mekanisme

Penyusunan RKPG
1.2. Tujuan Penyusunan Dokumen

RKPG
b. BAB II GAMBARAN PERKEMBANGAN

PEMBANGUNAN GAMPONG TAHUN
LALU DAN TAHUN BERJALAN
2.1. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan
2.2. BidangPembangunan

2.3. Bidang .



2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .

c. BAB III RUMUSAN MASALAH GAMPONG
3.1 Hasil pengkajian ulang terhadap

RPJMG
3.1.1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan
3.1.2 Bidang Pembangunan
3.1.3 BidangPembinaan Masyarakat
3.1.4 Bidang Pemberdayaan

Masyarakat
3.2 Rumusan Permasalahan

3.2.1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan

3.2.2 Bidang Pembangunan
3.2.3 Bidang Pembinaan

Masyarakat
3.2.4 Bidang Pemberdayaan

Masyarakat
d. BAB IV RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

GAMPONG
4.1 Pagu Indikatif
4.2 Daftar Usulan Kegiatan

Pembangunan Kota yang masuk
Gampong

4.3 Rencana Kerja Pemerintah
Gampong

4.4 Daftar Usulan RKPG
4.5 Proposal Teknis Kegiatan
4.6 Rencana Anggaran Biaya

e, BAB V PENUTUP
f. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKPG

Pasal 54

(1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada
Walikota melalui Camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun beijalan
atau sebelum pelaksanaan MusrenbangKecamatan.

(3) Daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi mated pembahasan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan dan Kota.

(4) Walikota .j



(4) Walikota menginformasikan kepada Pemerintah
Gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan
RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan
RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima
oleh Pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ' (5)
diterima Pemerintah Gampong paling lambat bulan Juli
tahun anggaran berjalan.

Pasal 55

Format Penyusunan RPJMG dan RKPG tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 56

(1) Keuchik bertanggungjawab atas penyelenggaraan
perencanaan Pembangunan Gampong.

(2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan
Gampong, Keuchik dibantu oleh Sekretaris Gampong
dan Perangkat Gampong.

(3) Ulee Jurong mengoordinasikan perencanaan
pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

(1) Keuchik mengoordinasikan kegiatan pembangunan
Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong
dan/atau unsur masyarakat Gampong.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan Gampongberskala lokal Gampong; dan
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke

Gampong.

(3) Pelaksanaan .



(3) Pelaksanaan pembangunan Gampongyang berskala lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola
melalui swakelola Gampong, keijasama antar Gampong

dan/atau keijasama Gampong dengan pihak ketiga.
(4) Keuchik mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan

pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBG.

Pasal 58

(1) Pembangunan Gampong yang bersumber dari program
sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh,
atau Pemerintah Kota.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan
Gampong, program sektor dan/atau program daerah di
Gampong dicatat dalam APBG.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah didelegasikan kepada Gampong, maka.
Gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Gampong yang
diselenggarakan oleh TPG.

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati
teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah, Keuchik dapat mengajukan keberatan atas
bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,
disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Keuchik menyampaikan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada walikota melalui camat.

Pasal 59

(1) Keuchik mengoordinasikan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah yang didelegasikan
pelaksanaannya kepada Gampong.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat
Gampong sesuai dengan ketentuan perundangan-
undangan.

Bagian Kedua .



Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana keija;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga keija; dan
g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

(1) Keuchik memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan
yang tercantum dalam dokumen RKPG yang ditetapkan
dalam APBG.

(2) Keuchik menetapkan pelaksana kegiatan dengan
keputusan Keuchik.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri,
pindah domisili keluar Gampong, dan/atau dikenai
sanksi pidana Keuchik dapat mengubah pelaksana
kegiatan.

Pasal 62

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Keuchik dalam
tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Keija

Pasal 63

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana keija bersama
Keuchik.

(2) Rencana keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;

r*

e. kelompoki



e. kelompok sasaran;
f. tenaga keija; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jdituangkan dalam format rencana kerja untuk
ditetapkan dengan keputusan Keuchik;

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 64

Keuchik menginformasikan dokumen RKPG, APBG dan
rencanakerjakepadamasyarakatmelalui sosialisasi kegiatan.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan antara lain melalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong;
b. musyawarah dusun;
c. musyawarah kelompok;
d. sistem informasi Gampong berbasis website;
e. papan informasi Gampong; dan
f. media lain sesuai kondisi Gampong.

(1)

(2)

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 65

(1) Keuchik mengoordinasikan pembekalan pelaksana
kegiatan di Gampong.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan
pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan bimbingan teknis.

(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) antara lain meliputi:
a. Keuchik;
b. perangkat Gampong;
c. Tuha Peut Gampong;
d. pelaksana kegiatan;
e. panitia pengadaan barang danjasa;
f. kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

PasaJ 66 ..



Pasal 66

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,
antara lain:
a. pengelolaan keuangan Gampong;
b. penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
c. pembangunan Gampong.

(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban
keuangan.

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain teknis administrasi kesekretariatan,
pendataan, penetapan dan penegasan batas Gampong.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti
pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan
sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan
jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan informasi Gampong.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam peraturan walikota.

Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 67

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen
administrasi kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi
dengan Keuchik.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
a. dokumen RKPG beserta lampiran;
b. dokumen APBG;
c. dokumen administrasi keuangan;
d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan

pembangunan dilakukan;
e. daftar masyarakat penerima manfaat;
f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan

menyelesaikan pekerjaan;.

g. penyiapan .
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g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah
dari warga masyarakat kepada Gampong atas

. lahan/tanah yang menjadi aset Gampong sebagai
dampak kegiatan pembangunan Gampong;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat
dengan Gampong atas lahan/tanah yang terkena
dampak kegiatanpembangunan Gampong;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari
warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Gampong;

j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas
bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan Gampong;dan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak
sosial dan lingkungan.

—-

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Keija dan Bahan/Material

Pasal 68

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong
mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya . alam yang ada di Gampong serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 69

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya
manusia yang ada di Gampong sekurang-kurangnya
melakukan:
a. pendataan kebutuhan tenaga keija;
b. pendaftaran calon tenaga keija;

ÿ c. pembentukan kelompok keija;
d. pembagianjadv/al keija; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan
besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam
RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 70

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam
yang ada di Gampong, sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang

diperlukan;

b. penentuan



b. penentuan material/bahan yang disediakan dari
Gampong; dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang
tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 71

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat Gampong, sekurang-
kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya

masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan
tenaga sukarela dari unsur masyarakat; /

b. pendataan sumbangan masyarakat Gampong
dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Gampong
dan/atau pihak ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga keija sukarela; dan
e. penetapanjadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga
sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 72

(1) Keuchik menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat

Gampong dan/atau pihak ketiga kepada Gampong
atas lahan/tanah yang menjadi aset Gampong
sebagai dampak kegiatan pembangunan Gampong
dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah
oleh Keuchik;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat
Gampong dan/atau pihak ketiga untuk tidak
meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Gampong.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBG.

Pasal 73 ...1i



Pasal 73

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong
dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga
miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Gampong.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana
dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan cara:
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah

. melaluijual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi

dan/atau tanaman.
(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka

perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBG.

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksuci
pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan

ÿ peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Keuchik mengutamakan pemanfaatan sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 melalui mekanisme
pembangunan Gampong secara swakelola.

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Keuchik,
diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

C
Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1

Umum

Pasal 75

Keuchik mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan
yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. rapat keija dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Gampong;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

f. musyawarah ...»
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f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 76

(1) Keuchik menyelenggarakan rapat keija pelaksana
kegiatan dalam rangka pembahasan tentang
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada
Keuchik.

(3) Rapat keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap
mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara.

Pasal 77

(1) Rapat keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75,
membahas antara lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. . perubahan kegiatan.

(2) Keuchik dapat menambahkan agenda pembahasan
rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan
kegiatan yang ada di Gampong.

Paragraf 3
Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Gampong

Pasal 78

(1) Keuchik mengoordinasikan pemeriksaan tahap
perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur
Gampong.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPG.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Keuchik mengutamakan
pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat
Gampong.

(4) Dalam ...
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(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Keuchik meminta bantuan
kepada bupati/walikota melalui camat perihal
kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur yang dapat berasal satuan keija
perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi
pekeijaan umum dan/atau tenaga pendamping
profesional.

Pasal 79

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,
dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian

dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Gampong.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap

40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan
target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap
80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan
target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap
100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Keuchik perihal hasil
pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan
kegiatan oleh Keuchik.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 80

(1) Pemerintah Kota menetapkan peraturan tentang
kejadian khusus yang berdampak pada perubahan
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gampong dalam
pembangunan Gampong dalam hal teijadi:
a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. teijadi peristiwa khusus seperti bencana alam,

kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81 ...ki



Pasal 81

(1) Keuchik mengoordinasikan perubahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80.

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang

ditetapkan dalam APBG dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah

Aceh, dan/atau Pemerintah Kota.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan

dalam APBG; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan

pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Keuchik.
(3) Keuchik menghentikan proses pelaksanaan kegiatan

dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 82

(1) Keuchik memimpin rapat kerja untuk membahas dan
. menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan
rencana anggaran biaya dalam hal teijadi perubahan
pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan
infrastruktur Gampong.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjadi dasar bagi Keuchik menetapkan perubahan
pelaksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Keuchik.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 83

(1) Keuchik mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong.

(2) Koordinasi ...



(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. pencermatan masalah yang termuat ddlam

pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan
d. penyelesaian masalah dan penetapan status

penyelesaian masalah.
(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat

pelaksana kegiatan;
c. . menginformasikan kepada masyarakat Gampong

perkembangan penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Gampong dalam

menyelesaikan masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan

penyelesaian masalah.
(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Gampong
berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan
perdamaian melalui musyawarah Gampong.

(5) Dalam hal musyawarah Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah
dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan
dalam berita acara musyawarah Gampong.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan
penyaluran dana kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap
penggunaan dana yang diterima dan tahapan
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 86 ...||



(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. pencermatan masalah yang termuat dalam

pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan
d. penyelesaian masalah dan penetapan status

penyelesaian masalah.
(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat

pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Gampong

ÿ
perkembangan penyelesaian masalah;

W d. melibatkan masyarakat Gampong dalam
menyelesaikan masalah; dan

e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan
penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Gampong
berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan
perdamaian melalui musyawarah Gampong.

(5) Dalam hal musyawarah Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah
dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan
dalam berita acara musyawarah Gampong.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

C
Pasal 84

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan
penyaluran dana kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap
penggunaan dana yang diterima dan tahapan
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 86 ... if



Pasal 86

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84,
dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan Gampong.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Gampong yang sekurang-kurangnya
meliputi:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti

pembayaran;
b. foto kegiatan infrastruktur Gampong kondisi 0%,

40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut
pengambilan yang sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekeija
dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-
ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan Gampong;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara
langsung kepada tenaga keija kegiatan
pembangunan Gampong; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan
infrastruktur Gampong.

(3) Keuchik menyusun laporan penyelenggaraan
pemerintahan Gampong berdasarkan laporan pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Musyawarah Gampong dalam rangka Pelaksanaan

Pembangunan Gampong

Pasal 86

(1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan musyawarah
Gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan
Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulanJuni
dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan

kepada Keuchik; dan
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk

diterima Keuchik dengan disaksikan oleh Tuha Peut
Gampong dan unsur masyarakat Gampong.

(4) Keuchik ...



(4) Keuchik menyampaikan kepada Tuha Peut Gampong
tentang laporan pelaksanaan pembangunan Gampong
berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 87

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi menanggapi
laporan pelaksanaan pembangunan Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4).

(2) Tanggapan masyarakat Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan
memberikan masukan kepada Keuchik.

(3) Tuha Peut Gampong, Keuchik, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Gampong membahas dan menyepakati
tanggapan dan masukan masyarakat Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara.

(5) Keuchik mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk
melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita
acara hasil kesepakatan musyawarah Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Pembangunan Gampong

Pasal 88

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan
Gampong dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan
dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Gampong.

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan

yang perlu dilestarikan dan dikelola
pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok
pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
pembangunan Gampong; dan

c. pengalokasian biayapelestarian dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan
Gampong.

(4) Keuchik ...



(4) Keuchik membentuk kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

GAMPONG

Pasal 89

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Gampong
melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan
pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Gampong.

(3) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjadi dasar pembahasan musyawarah Gampong
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 90

(1) Pemantauan pembangunan Gampong oleh masyarakat
Gampong dilakukan pada tahapan perencanaan
pembangunan Gampong dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Gampong.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai
penyusunan RPJMG dan RKPG.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai
antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa,
pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman
bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil
kegiatan pembangunan Gampong.

(4) Hasil ...



(4) Hasil pemantauan pembangunan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format hasil pemantauan pembangunan
Gampong.

Pasal 91

(1) Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong
dengan cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan Gampong;
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan

balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBG;
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan

kegiatan pembangunan Gampong; dan
d. memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah

Gampong.
(2) Dalam hal teijadi keterlambatan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan Gampong sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah
Gampong, walikota melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada Keuchik;
b. membina dan mendampingi pemerintah Gampong

dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan
Gampong untuk memastikan APBG ditetapkan
tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Gampong
dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan
Gampong untuk memastikan penyerapan APBG
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Kegiatan dan format perencanaan pembangunan Gampong
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan
Gampong.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Walikota dapat
didelegasikan kepada Camat.

(3) Pembinaan



(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat dan tenaga pendamping profesional.

(4) Walikota atau Camat memfasilitasi dalam penyusunan
RPJMG dan RKPG.

(5) TPG melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Gampong tentang RPJMG dan RKPG.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 94

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan
pembangunan Gampong dibebankan pada APBG sesuai

dengan kemampuan keuangan Gampong.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
a. RKPG yang sudah ada dan sedang beijalan tetap

dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
b. Gampong yang sedang menyusun RPJMG wajib

berpedoman dan menyesuaikan dengan Peraturan
Walikota ini;

c. Keuchik yang masih menjabat dengan sisa masa
jabatannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Wajib
membuat RPJMG;

d. Keuchik dengan sisa masa jabatannya kurang dari 2
. (dua) tahun hanya wajib menyusun RKPG.

Pasal 96

Keuchik yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir,
maka Penjabat Keuchik wajib melaksanakan RPJMG sampai
dengan berakhir masajabatannya.

Pasal 97 ...ii



Pasal 97

Dalam hal Gampong terjadi kekosongan Keuchik, maka
Penjabat Keuchik wajib menyusun RPJMG dengan
berpedoman pada RPJMG sebelumnya.

Pasal 98

Contoh Format RPJMG sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal *2-4 2021 M

\D ÿ'bon 1442 H

TA BANDA ACEH,

ÿQÿAMINULLAK usman

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal O-A EAnureV 2021 M

10 Syo'Wn 1442 H

SEKRETARIS 1DAERAH-KOTA BANDA ACEH,

IIRUDDIJ

BERITA DAERAH KofA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA A
NOMOR : \°) TAHUN 2021
TANGGAL : iA <w>reV 2021 M

\ 0 SYp 'too 1442 H

FORMAT-FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM RPJMG KQTA BANDA ACEH:

A. Contoh Format Keputusan Keuchik tentang Pembentukan Tim Penyusui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong .........Periode Tahun 20...

20.

KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN ..........KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR ....TAHUN 20....

c
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalaj

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna
Desa Gampong ............menyatakan kepada Desa membentu
Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

b.bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembanguna
Jangka Menengah Gampong ..............dipandang per]
membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangl

ÿ Menengah Gampong ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentuks
Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daera
Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintaha
Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undan:
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undan:
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratura
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Norm
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uhdan;
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentar
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentar
Pedoman Pembangunan Desa;

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentar
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Koi
Banda Aceh;

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor ... Tahun 20... tentang Rencar
Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 20...
20...;

Menetapkan
KESATU

C
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangl
Menengah Gampong ...............yang selanjutnya disebut "Ti:
Penyusun RPJMG Gampong............." dengan susune
personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusg
ini.
Tim Penyusun RPJMG Gampong ............mempunyai tugas sebag
berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota;
b. pengkajian keadaan Gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJMG.
Tim Penyusun RPJMG Gampong ............dalam melaksanaka
tugasnya. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatanm
kepada Keuchik Gampong
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan i
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampor..........Tahun 20...
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabi
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan i:
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gampong
Pada Tanggal :_ 20... M

14... H

KEUCHIK

(Nama Terang)

i



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG...
TAHUN_...M

...H

SUSUNAN TIM PENYUS.UN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMPONG

C

NO NAMA JABATAN/UNSUR
JABATAN

DALAM TIM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

or—
1

11.

C
KEUCHIK GAMPONG

(Nama Terang)

i



B. Contoh Format Reusam RPJMG

KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

REUSAM GAMPONG
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

— RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH
w GAMPONG TAHUN -

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mente
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoma
Pembangunan Desa dipandang perlu menetapkan Reusai
Gampong ...........tentang Rencana Pembangunan Jangk
Menengah Gampong ...........Tahun 20... - 20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentuka
Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daera
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesi

0 Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintaha
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nome
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome
4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nome
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undanj
Uneiang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undan*
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubaha:
Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Ace!

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor £
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratura
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nome

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undanÿ
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negai
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentan
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentar
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Ko1
Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahu
2010 seri D Nomor 1);

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor .... Tahun 20.. tentar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Koi
Banda Aceh Tahun 20.. - 20...

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG

DAN
KEUCHIK GAMPONG

MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN :REUSAM GAMPONG ...............TENTANG RENCAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG
TAHUN 20... -20...

o
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong iniyang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Gampong adalah Gampong
4. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong
5. Keuchik adalah Keuchik Gampong Lampulo.
6. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adala

TPG
7. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama la

adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, ds
Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG unti
menyepakati halyang bersifat strategis.



8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yar

disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TP(

Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yar.
diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untc
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuha
Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggara

Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarak;
gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

9. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undanga
yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepaka
bersama TPG.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampon
selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiata
Pembangunan Gampong untukjangka waktu 6 (enam) tahur

11. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingk.
RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu
(satu) tahuri.

O 12. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menja
bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yai

akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerinte
Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah

13. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal da
kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas bebs
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehe
hak lainnyayang sah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutm
disebut APBG, adalah rencana keuangan tahuns
Pemerintahan Gampong.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggara
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan ba
Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan da
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untt
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampon
pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaa
kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarak.
Gampong.

16. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adala
dana perimbangan }'ang diterima kota dalam Anggara
Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dar
Alokasi Khusus.

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutm
disingkat LPM atau dengan sebutan lain Tuha Lapan adalc
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengs
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dala
memberdayakan masyarakat.

18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnÿ
disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yar
memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakka
masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarak;
dan pembangunan partisipatif.

19. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingk;
SISKEUDES adalah aplikasi sistem keuangan yang tela
disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Ace
dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMG

Pasal 2
(1) Rancangan RPJMG disusun oleh Pemerintah Gampong.
(2) Penyusunan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pad

ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang <
masyarakat yang diwadahi oleh Tuha Lapan atau LPM.

(3) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (:
disampaikan oleh Keuchik kepada pemangku kepentinga
untuk dibahas dalam Musrenbang Gampong.

(4) Setelah melakukan Musrenbang Gampong sebagaimar
dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Gampor
menyelenggarakan musyawarah penetapan persetujuan TP
atas rancangan RPJMG menjadi RPJMG.

(5) Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG sebagaimar
dimaksud pada ayat (4) diajukan ke Walikota untt
dievaluasi.

(6) Rancangan Reusam yang sudah dievaluasi sebagaimar
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh keuchik menja
Reusam Gampong.

BAB III
SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJMG

Pasal 3

(1) RPJMG Gampong................Tahun ........- ........disusun denge
sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
ÿ B. Landasan Hukum

C. Tujuan
1. Tujuan RPJMG
2. Manfaat RPJMG .

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG
A. Sejarah Gampong

1. Sejarah Gampong
2. Sejarah Pembangunan Gampong
3. Sejarah Pemerintahan Gampong

B. Kondisi Umum Gampong
1. Geografis
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
3. Struktur Organisasi Pemerintahan

Gampong
4. Potensi Gampong

BAB III VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG
A. Permasalahan Gampong
B. Perumusan Tindakan Permasalahan



1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Gampong
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

C. Tindakan Pemecahan Masalah
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG

A. Kebijakan Umum APBG
B. Pendapatan Gampong
C. Kebijakan Perencanaan Belanja Gampong
D. Kebijaka Pembangunan Gampong

BAB VI KEBIJAKAN UMUM
A. Kebijakan Umum APBK
B. Pendapatan Daerah
C. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
D. Kebijaka Pembangunan Kota

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG
*w BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

(2) RPJMG ..........Tahun ......-......sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) tercantum dalam lampiran reusam yang merupaka
bagian tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.

(3) Isi RPJMG Tahun .....- ......merupakan landasan dan pedoma
bagi pemerintah Gampong dalam melaksanakan program
pembangunan gampong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Reusam Gampong inimulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka

ÿ pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannÿ
dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di: Gampong
Pada Tanggal :.M

H

KEUCHIK

(NAMA TERANG1

Diundangkandi Gampong .
pada tanggal.M

H

SEKRETARIS GAMPONG

(NAMA TERANG)

LEMBARAN GAMPONG ............TAHUN 20.. NOMOR



C. FORMAT BERITA ACARA

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ..

GAMPONG
J1..........No.....Gampong 23

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG
MENETAPKAN RPJMG

Berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Musrenbang Gampong Tahun 20... c
Gampong...........Kecamatan ...........Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam rangk
penyusunan dan pembahasan RPJMG dan RKPG, maka pada hari ini:
Hari/tanggal : 20...
Pukul :.......s/d WIB
Tempat : •

Telah dilaksanakan Musrenbang Gampong yang dihadiri oleh wakil-wakil da
kelompolc, dusun dan tokoh msyarakat serta unsur lain yang terkait di Gampon
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
Materi atau Topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku
unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:
A. Materi atau Topik

Musyawarah Gampong untuk menentukan usulan di Gampong untuk
Penyusunan RPJMG Tahun 20..- 20....

B.Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan Rapat : .
Notulen :
Narasumber : 1

2
3.
4
5
6

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diate
selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Gampong menyetujui serta memutusks
beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbar
Gampong yaitu:
1. Menentukan usulan yang akan diajukan dari tahun -
2. Penentuan peringkat usulan di Gampong.
3. Pengelompokkan usulan.
4. Menyusun proposal RPJMG.

Keputusan ini diambil secara:



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab aga

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong................Tanggal ..........Bulan ......Tahun 20....

Pimpinan Musrenbang Notulen

(NAMA TERANG) (NAMA TERANG)

Mengetahui,
KEUCHIK

Nama Terang

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Peserta Musrenbang Gampong

NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN
1

2

3 »

4

5

6 dst .....dst .....dst



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBANGUNAN GAMPONG
(MUSRENBANG)

TAHUN 20...

Gampong
Kecamatan
Kota Banda Aceh

No Nama Alamat Tanda Tangan
1 1 2
2
3 3 4
4
5 5 6
6
7 7 8
8
9

9 10
10
11

11 12
12
13

13 14
14
15

15 1616
17

17 1818
19

19 2020
21

21 2222
23

23 2424
25

25 2626
27

27 2828
29

29 3030

Pimpinan Musrenbang

Nama Terang

i



C. Tabel Sejarah asal usulGampong (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

No Wilayah Dikuasai Oleh Keterangan

1 Selatan

2 Tengah

3 Utara

4 dst dst dst

D. Tabel Sejarah Pembangunan Gampong (digunakan dalam RPJMG Kota Banda
Aceh)

No Tahun Peristiwa Dampak Narasumber Ket

1

2

3

4

5 Dst.. Dst.. Dst... Dst.. Dst..

E. Tabel Sejarah Pemerintahan Gampong (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

No Tahun Keuchik Kondisi
Pemerintahan Narasumber Ket

1

2

3

4

5 Dst.. Dst.. Dst... Dst.. Dst..

F. Tabel Jumlah Dusun (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

No Dusun/Jurong Luas Wilayah

1 ... ha 2mz
2 ... ha 2mÿ

3 ... ha 2mr

Total ... ha 2

ft



Tabel Jumlah Penduduk Per Dusun (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

Dusun/Jurong Dusun/Jurong Dusun/Jurong......Jiwa ......Jiwa Jiwa

G. Tabel Tingkat Penddidikan (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)
Pra

Sekolah
SD SMP SLTA

Sarjana
(SI)

S2

Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa

Tabel Potensi Gampong (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

Sumber Daya Jenis Lokasi Volume Kondisi
Pemanfaatan

Alam
Manusia
Ekonomi

Sosial
Sarana

Prasarana

Contoh Peta Gampong (digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

Basra®

mzmmItS
PENYUSUNAN RDTR

KECAMATAN BArTURRAHMAN
KOTA BANDA ACEH

PETA PENOGUNAAN LAHAN
OESA 3UK A RAMAJ

B»d»n Air

•'OuiW

JiiiTmrfyin

MlUf

Tairan

Pwnartrtfjftan

PanQSun»ao Khu»o«

AT> dan PartCAM"

T ids
(7 iZ'1.

r- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong ...
> Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong
> Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong ...
> Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong ..,



J. Format Bagan SOTK Gampong (dibuat landscape dan digunakan dalam RPJMC

KotaBanda Aceh)

C

Kepala
Seksi

Pelayanan

Kepala Seksi
Kesejahteraan

Kepala Seksi
Pemerintahan

ULEE JURONG

SEKRETARIAT
GAMPONG

KEUCHIK

Kepala Urusan
Keuangan

Kepala Urusan
Umum Dan
Perencanaan

c

K. Format Tabel Permasalahan Gampong (dibuat Landscape dan digunakan dalair
RPJMG Kota Banda Aceh)

No Masalah Penyebab Potensi
Pendukung

Target Kineija
Penyelesaian

Permasalahan

Tindakan yang
layak/Jenis

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dst dst dst dst dst dst



L. Format Tabel Tindakan Pemecahan Masalah dan Skooring (dibuat Landscape dan

digunakan dalam RPJMG Kota Banda Aceh)

NO
TINDAKAN YANG

LAYAK/JENIS
KEGIATAN

KRITERIA-KRITERIA

Manfaat bagi
peningkatan
kesehatan

masyarakat
UMR

Dampak
positif bagi

perkembangan
pendapatan
masyarakat

Peningkatan
pendidikan
masyarakat

Jumlah
total Skoring Bidang

l 2 3 4 5 6 7 8

1

2 > .

3

4

5

6

7
dst

Tindakan yang layak/jenis kegiatan diambil dari table Permasalahan pada kolom
Tindakan yang layak/jenis kegiatan.
NilaiTerendah pada setiap kolom variable pembanding adalah 1
NilaiTertinggi pada setiap kolom variable pembanding adalah 4
Jumlah total adalah hasil penjumlahan setiap kolom variable pembanding
Setiap variable pembanding dikategorikan sebagai berikut:

a. Sangat Bendampak dengan nilai4
b. Berdampak dengan Nilai 3
c. Biasa saja dengan nilai 2
d. Tidak Berdampak dengan nilai 1

Nilai Tertinggi dari jumlah kolom variable pembanding akan menjadi skor 1 untuk
dilakukan.
Prioritas pelakasanaan pada skoring dikembalikan seperti point no 4.
Bidang pada kolom bidang adalah 4 bidang sesuai dengan Permen 114 tahun 2014
yaitu;

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang PemberdayaanMasyarakat, dan
d. Bidang PembinaanMasyarakat

Format Tabel Skenario Pembangunan Gampong (digunakan dalam RPJMG Kota Banda
Aceh)

No Jenis Kegiatan Lokasi Skenario

1

2

3

4

dst dst. dst dst

Ket:
1.

2.
3.
4.
5.

C
6.

7.
8.
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FORMAT PEMBANGUNAN GAMPONG

A. FORMAT PERENCANAAN
I.FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA YANG MASUK KE GAMPONG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA YANG MASUK KE GAMPONG

GAMPONG :
KECAMATAN :
KOTA :BANDA ACEH
PROVINSI :ACEH

c

c

No Program/ Kegiatan SKPD Pengelola
Program/ Kegiatan

Lokasi Kegiatan
(Dusun/RT/RW)

Volume Satuan
Pagu Dans

(Rp.)

;• . — - -

*

- - ....—

- — ...

-

-— . ..
:— - -

......- .....— —- - -

- -

-
•— —

-
...................ÿ , eee:-------

........-•••• - -
.

""

Mengetahui,
Keuchik-

Gampong , tanggal
KetuaTim Penyusun RPJMG

(



II.FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

GAMPONG .
KECAMATAN .
KOTA :BANDA ACEH
PROVINSI :ACEH

c

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan

COpiTQH
1 Materialbatu kalidan Kerikil 400.000 m3

2 Pasir urug 700.000 m3
3

"*4
LahanTegalan 11.128 Ha
Lahan Persawahan 1.104 Ha

5
JjlZ

7

Lahan Hutan 35.000 Ha

Sungai 8.124 Ha
Tanaman Perkebunan :Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6.500 Ha

8 Air tequn 4 bh
9

.

c
Mengetahui
Keuchik

Gampong , tanggal
KetuaTim Penyusun RPJMG

Keterangan:
Diisidengan data sekunder dari data Potensi Gampong, Profil Gampong, Monografi Gampong, Data
kependudukancatatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
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III,FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

GAMPONG .
KECAMATAN . .
KOTA :BANDA ACEH
PROVINSI :ACEH

No Uraian Sumber DayaManusia (SDM) Jumlah Satuan

CQNTOH
Penduduk dan keluarga
a.Jumlah penduduk laki-laki orang
b. Jumlah penduduk perempuan orang
c. Jumlah keluarga keluarga

2 Sumber penghasilan utamapenduduk
a. Pertanian, perikanan, perkebunan
b. Pertambangan danpenggalian
c. Industxipengolahan (pabrik, kerajinan, dll)
d. Perdagangan besar/eceran dan rumahmakan
e. Angkutan, pergudangan, komunikasi

HZ

f. Jasa
g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)
Tenaga kerjaberdasarkan latar belakangpendidikan
a. Lulusan S-1keatas 8 orang
b. Lulusan SLA 252 orang
c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 orang
e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah 29 orang

Gampong..........tanggal ...., ....
Mengetahui KetuaTim Penyusun RPJMG
Keuchik

Keterangan:
D = SDA dalam Desa
K — SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
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IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

GAMPONG :
KECAMATAK: .
KOTA :BAND ACEH
PROVINSI :ACEH

No Uraian Sumber DayaPembangunan Jumlah Satuan

CONTOH
1 Aset prasaranaumura

a. Jalan
b.Jembatan

2 Aset Prasaranapendidikan
a. Gedung Paud
b. GedungTK
c. Gedung SD
d. Taman PendidikanAlqur'an
• • •«•

3 Aset prasaranakesehatan
a. Posyandu
b. Polindes
c. MCK
d. Sarana Air Bersih

4 Aset prasarana ekonomi
a. Pasar desa
b.Tempat Pelelangan Ikan

- ...
5 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

a. Jumlah kelompok usaha

'"6

b.Jumlah kelompok usahayang sehat
....
Aset berupamodal
a. Total aset produktif
b.Total pinjaman di masyarakat

7 ...

Mengetahui
Keuchik

Gampong............,tanggal
KetuaTim Penyusun RPJMG
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V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

GAMPONG
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

BANDA ACEH
ACEH

No Uraian Sumber Daya Sosiai Budaya Jumlah Satuan

c

Mengetahui
Kepala Desa

Desa ............, tanggal . ....
KetuaTim Penyusun RPJM Desa

Keterangan : Sumber daya sosiai diisi dengan budaya-budayayang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatar
kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan sert
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .
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YJ» FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

GAMPONG
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

BANDA ACEH
ACEH

No Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang
Rencana Lokasi

Kegiatan
Perkiraan
Volume

Satuan
Penerima Manfaat

Laki-laki Perempuan A-RTM

C

c

III

IV

Contoh

Penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Penetapan dan penegasan batas Desa
2. Pendataan Desa
3. Penyusunan tata ruang Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaanjalan
2. Pembangunanjaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan PKK
2. Pelaksanaan Siskamling
3. Pembinaan kerukunan umat beragama

Pemberdayaan Masyarakat
1.Pelatihan tata boga
2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

paket

Mengetahui
Keuchik

Gampong ......, tanggal
KetuaTim Penyusun RPJMG

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
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VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

GAMPONG : .
KECAMATAN :
KOTA :BANDA ACEH
PROVINSI :ACEH

c

No Gagasan Kegiatan

Contoh
RehabilitasiGedung Posyandu
Pembangunanjaiingan irigasi
Pelatihan tata boga

Lokasi Kegiatan

RT. 01
RT. 02 dan RT 03
RT. 01, 02, 03

Prakiraan
Volume

1
1200

15

Satuan

unit
meter
orang

PenerimaManfaat

LK PR A-RTM

35
100

5

40
125
10

27
90
9

Mengetahui
Keuchik

Gampong tanggal
KetuaTim Penyusun RPJMG
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VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a- POTRCT7SKETSA DESA

1 M 1 1
i

r ÿ » — < . .
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b. DAFTARMASAI AH DANFOTENSIDARI POTKET DESA

No MASAT.AH POTENSI

1. Jalan desa diwilayab
RW 02 sepongang 1.20O
meter rusak berat.

Batu
Pasir
Tenaga Gotong Royomg

T lngtrnnpynpenimahan
penduddk RW 07 odak
sehat..

- LE-Desa danPKK
- RnHor-fcinior <li desa
- Puskesmas pembanra

a. Banyak anak balita di
RW 13 menderita
penyakit c arupak.

- Puske&xnas Pembanm
- Posyandu
- Kader Posyandu

4. Tamhalf Volam iVyn

kursnft dirrrtnfrvatkfln
oleh petani LkaiL

- ÿnlamlahm TOrnViak

- AlxratL irigasi
- Petam tambak

5. Jembatan di Dusnn
Daznai longsor

- Batudanpastr
- Karyudan bctmbu

- Tenaga Gotong royong

111
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IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

«- CAMBARKALENDERMUSDI

PANCAH0BA KZUARAV MCS1UHU1AN

EtlnnBa
aUnih

5voi-ur*ng*ii
pmjiTi

K»Kbalas
(baayik
pooyilcf}

Bar

Pzaso

Tannr.

Du

O
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b. DAFTARMASALAHDANPOTENSI DARIKALENDERMUSIM

No MASALAH POTENSI

1.

Padanmsrmkemaiau, di Stmgai
diia dusnnkekunmpxa Mata air
air bersih. Swadaya masysrakat

ÿ>
Bampasir

paHo rrnKim kdmmn - Iiiaasi teraer
Haril panen merosoc - Loas b»ban pexsawahan
(gagal)- - Kelompok Taud

- KUD

*
Pada musimpancaroba - Puiskesmas Perrthantu
banyak imsyarakat desa - Kebunobar ketuarea
terseranz ispa (infeksi - Posyandu

4.
saluran peroafasan akur)

Pada nualmhnjan - Puskesrcas pembaaru
banyak masyaxakat di - Posyandu
T>i"nm Suci terkeaa - Bidan desa
diare - Kebunobar kehiarga

- Bamdanpasir
Pada mnsim hnjsn. - Kayudanbambu
sebagianbesax nawti

pendudnk diDamn. - Tenaga GoDongroyang

n-mifri tercenang air
serin°-°i 1 meter

lA
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X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGANKELEMBAGAANDESA

KIT)

o

b. DAFTARMASALAHDANPOTENSIDARIBAGANKELEMBAGAAN

No LEMBACA MASALAH POTENSI

1.

2

3

4.

5.

PFMmr;

*BPD
ptbyuzopii
nuTxibt

- Ramgfcjt
kmdtlDU I- 5mn
anada

LK-Dm* PoanraiLK
Mbasuobaur
K'AaV in!ÿ nVlV

bpitiDi

• IVÿIHLil
hogfap

* Tcnagw
pcagmtu
pofnna]

KELOMPOE
TAX!

K»ejOb

kolampoi am ii
DumaXÿ&iok

• Lrabmga ada
• Peaxmu

Wogfcz?

SIMPAN
PDOA.M

Penramfaym
Piiijamtdt pgniiib
nrizfcukan ransy
dg mggca

* Modal
Wis

• Ndÿziu

kud Knrxag
IjiQjsaafut dolssi

K»»«l

- Ada jnfOB
pahtihan

• Alabadt
Vanpaxvadak
Mnada

dstdst dst
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG

Haridan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Gampong yang dihadiri
oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Gampong sebagaimana
tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam
proses pengkajian Gampong tersebut adalah :

Contoh
1Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa gampong
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya gamppng

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan RPJMG, di Gampong
Kota
Desa

Provinsi
pada :

Mengetahui,
Keuchik

.....................,Tanggal, ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMG

c

A
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG

GAMPONG .
KECAMATAN .
KOTA :BANDA ACEH
PROV1NS1 :ACEH
I. Latar Belakang

Contoh
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa( adala

ketersediaan RPJMG dan RKPG. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah da
kebijakan pembangunanjangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM
dan RKPG menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunanny.
kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajia
Keadaaan Gampong (PKG) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untu

memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong.

Tujuan :
Contoh

Kegiatan inibertujuanuntuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
a PenyelarasanArah Kebijakan Pembangunan Kota
b Pengkajian Potensi Gampong
c Pengkajian Peluangpendayagunaan sumber daya Gampong
d Pengkajian permasaiahan yang dihadapi
e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f
Tim PelaksanaPengkajian Keadaan Gampong
Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMG dengan dipandu ol<
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode
Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan meto-
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN'iNSTRUMEN
Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubung.
Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN
Contoh
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijak;

pembangunan kabupaten/kota
b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun unti

menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan ale
c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun unti

menemukenalipeluangpendayagunaan sumber daya Desa
d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun unti

merumuskan usulan rencana kegiatan
e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusi

dan/atau kelompok masyarakat
f

II

C •

III
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0

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN GAMPONG (Lanjutan)

IX. HASIL
Contoh
1 Datadesa yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kotayang akan masuk ke

Desa
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat
5

X Rencana KeijaTindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Tanggal,
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMG

Keuchik

(
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XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG PENYUSUNAN RPJMG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH GAMPONG

PENYUSUNAN RPJMG.

Berkaitan dengan penyusunan RPJMG melalui musyawarah Gampong, telah

diadakan musyawarah Gampong di Gampong

Kecamatan...........................Kota Provinsi dalam
Haridan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, TPG, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur
pimpinan dalam musyawarah Gampong ini adalah :

A. Materi

c ÿ

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : dari ..
Notulen. : dari..
Narasumber : 1 dari..

2 dari ..
3............dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Gampong menyepakati. beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan RPJMG
yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya. ...................> Tanggal, ..., ...,

Mengetahui Ketua TPG
Keuchik

( ) (.

Wakil Masyarakat

( ....)
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XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

GAMPONG
KECAMATAN
KOTA
PROVINS!

RANCANOAN RPJMG
TAHUN : .

BANDA ACBH
ACEH

No

Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi

Prakiman
Volume

Sasaran/
Manfaat

Waktu Pclaksanaan
Prakirann Biaya dan Sumber

Pembiayaan
Prakiman Poia Pclaksanaan

Bidang

b

Sub Bidang Jcnis Kegiatan

(RT/RW/
Dusun) Tahun

1
Tahun

2
Tahun

3
Tahun 4

Tahun
5

Tahun6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola
Kcijasama
Antar Desa

Kcijasama Pihak
Kctiga

1 PcnyeIcnggaraan
Pemcrintahan Desa

a.
b.
c.
d.

c.
f.

g-

-£

__
_

L_ . a - . \ - t k / _n n _
9

_
B
_ a- r

JumLlh Per Bidang 1 .

2 Pcmbangunan• Desa

a.
b.
c.
d.
c.
f.
g
h.
i.

Jumkib Per Bklang2

3 Pcnibinaan
Kcmasyarakatau

a.

b.

c.

d.
c.

f.

B-
Jumlilb Per Bidang3 .

4 Pcmbcndayaan
Masyarakat

a.

b.

c.

d.

JumUih PerBidang4

JUMLAH TOTAL -

Mcngetahui :
Keuchik.

..............Tanggal, ...
Disusun olch:

Tim Pcnyusun RPJMG

i
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c

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJMG di
Gampong.....................Kecamatan
Kota........................Provinsi..................dalam rangka penyusunan
rancangan RPJMG, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal
Jam
Tempat

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMG oleh tim penyusun
RPJMG sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1 :
2
3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJMG sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya....................> Tanggal, ....

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJMG
Keuchik

ft



5

-17-

XVI. FORMAT BBR1TA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJMG di Gampong
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi pada :

Haridan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang
dihadiri oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, TPG, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta

yang bertindak selaku unsur pimpinanmusyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

C

c

Pemimpinmusyawarah
Notulen
Narasumber

dari
dari

1 dari .
2 .....dari
3............dan seterusnya .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Gampong menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam rangkapenyusunan rancangan RPJMGyaitu :
1 .
2 ....
3
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................Tanggal, ..., ..., ..

KetuaTPG Keuchik

.)

Wakil Masyarakat

*
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XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF GAMPONG

PAGU INDIKATIF GAMPONG

DESA : .
KECAMATAN .
KOTA :BANDA ACEH
PROVINSI :ACEH

No
Indikatif Program/

KegiatanDesa

Sumber Dana Indikatif

Dana Desa
(APBN)

Alokasi Dana
Desa

(bagian dana
perimbangan
kab./ kota)

Danabagian dari
hasil pajak dan

retribusi

Bantuan keuangan

APBD
Provinsi

APBD
Kabupaten/

Kota

I
Penyelenggaraan

pemerintahan desa

II
Pelaksanaan
Pembangunan Desa

III
Pembinaan
Kemasyarakatan

IV
FemB'efd'ayaah
Masyarakat

Desa , tanggal
Ketua Tim Penyusun RKPG

i
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XIX, FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA

YANG MASUK KE GAMPONG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA

YANG MASUK KE GAMPONG

DESA .
KECAMATAN .
KOTA :BANDA ACEH
PROVINSI : . ;

No Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana

(Rp.)
Prakiraan
Pelaksana

Contoh
DariPemerintah Air Bersih 800.000.000 PU Pusat

DariPemerintah Daerah Provinsi

DariPemerintah Daerah Kabupaten

c
DariPenjaringanAspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kota

C

Gampong ....................., tanggal ...., .........
KetuaTim Penyusun RKPG

i
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XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONO (RKPG)

DESA
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN :

BANDA ACEH
ACEH

No
Bidang/ Jcnis Kegiatan

Bidang Jenis Kegiatan
Lokasi Volume Sasaran/

Manfaat
Waktu

Pelaksanaan

Biaya dan Sumber Pembiayaan

Jlh (Rp) Sumber

Pola Pelaksanaan

Swakelola KeijasamaAntar Desa
Keijasama Pihak

Rencana
Pelaksana
Kegiatan

i

Penyelenggaraan
PemerintaJban Desa

Jumlah Per Bidang 1

Pembangunan Desa

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

Pembcrdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Mcngctahui :
Keuchik,

.............,Tanggal, ..., ...
Disusun olch:

Tim Pcnyusun RPJMG

A-
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XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

KECAMATAN

GAMPONG

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh
Pelaksana Kegiatan

(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujuioleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atau
Tenaga Profesional

(jika tersedia)

Lembar.....Dari.....Lembar
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XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN . No.RAB
KOTA : BANDA ACEH Bidang
PROVINSI :ACEH Kegiatan

URAIAN Volume Satuan
Harga Satuan

Rp
Jumlah Total

Rp
Jumlah

a b C d e = b x d f
1. BAHAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1....

Sub Total 1) Rp Rp
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2. ...

Sub Total 2) Rp RP
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3. ...

Sub Total 3 ) Rp Rp
Total Biaya

0

c

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
Il-a Pembelian alat tangan
Il-b Pembelian / penyewaan alat mesin
Ill-a Pembayaran tenaga keija untuk konstruksi
Ill-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Keuchik

...,Tanggal...

Tim Penyusun RKPG
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XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

0

c

Desa
Kecamatan
Kota
Provinsi

: BandaAceh
Aceh

Lokasi
Bidang
Kegiatan
Volume

Jenis Dokumenyang Diperiksa
Ada Memenuhi

Syarat

Ada & Tidak
Memenuhi

Syarat
Tidak Ada

1 Sketsa lokasikegiatan

2 Dokumen survey teknis

3 Gambar desain

4 Perhitunganvolume

5 Survey harga bahan dan alat

6 Kesepakatan pembayaran upahkerja

7 Perhitungan RAB

8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan

9 Pernyataan hibah lahan dari masyarakat

10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong

12 Rencana penggunaan alat berat

13 Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 Data pemanfaat

DiperiksaTanggal :
HasilPemeriksaan dinyatakan :

Tim Verifikasi
1 Wakil Masyarakat : 1.
2 Pendamping Profesional :
3 Dinas InstansiTerkait : 3.
4 -

Layak / Tidak Layak

2.

4.

• «
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XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKPG

-26-

DAFTAR USULAN RKPG
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

No
Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sasaran/

Manfaat

Prakiraan
Waktu

Pelaksanaan

Prakira;

Biava d
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah.(

1
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

Jumlah Per Bidang 1

2
Pembangunan

Desa

,

Jumlah Per Bidang 2

3
Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

4
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Desa , tanggal
Mengetahui KetuaTim Penyusun RPJMG

Keuchik

f
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKPG, di Gampong
Kecamatan Kota
Provinsi .......pada :

Haridan Tanggal : ..
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKPG oleh tim penyusun RKPG
sebagaimana daftar terlampir.

C

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatanyang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

1 .
2
3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Tanggal,
Keuchik Ketua Tim Penyusun RKPG

c
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKPG, di Gampong
Kota Provinsi pada :

Haridan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang dihadiri
oleh Keuchik, unsur perangkat Gampong, TPG, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materiyang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

v- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1 dari

2 dari
3............dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan Gampong menyepakati beberapa halyang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dalam rangka
penyusunan rancangan RKPG yaitu :

Demikian BeritaAcara inidibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

KetuaTPG
.....Tanggal,
Keuchik

Wakil Masyarakat

ALUKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN


